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PENUTUP

A. Simpulan

Tingginya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, terutama
sepeda motor, berdampak pada kualitas lingkungan, salah satunya melalui
knalpot bising. Peraturan seperti UU LLAJ, Permen LHK No. P.56/2019,
dan Perda Sleman No. 10/2021 menjadi dasar hukum pengendalian
kebisingan. Standar kebisingan berdasarkan kapasitas mesin diatur secara
rinci, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana. Untuk mendukung
efektivitas penegakan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada
knalpot aftermarket menjadi penting. SNI memberikan kepastian hukum,
melindungi masyarakat, serta mendukung industri lokal. Upaya ini sejalan
dengan prinsip good governance dan bertujuan menciptakan lingkungan
yang lebih tertib dan sehat.

Pemerintah Kabupaten Sleman menjalankan perannya dalam
menanggulangi knalpot bising melalui Perda Nomor 10 Tahun 2021, yang
memberi dasar hukum bagi pengujian kendaraan bermotor sesuai standar
teknis. Namun, pengujian hanya difokuskan pada KBWU seperti mobil
angkutan dan bus, sementara kendaraan pribadi dan sepeda motor yang
sering melanggar tergolong Non-KBWU dan tidak menjadi prioritas. Hal
ini  menimbulkan tantangan dalam pengawasan. Meskipun Dinas

Perhubungan memiliki kewenangan dan fasilitas pengujian, pelaksanaan di
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lapangan masih terbatas dan lebih bersifat edukatif. Oleh karena itu, revisi
Perda diperlukan agar pengawasan mencakup semua kendaraan demi
lingkungan yang tertib dan nyaman.

Pemerintah Daerah Sleman, melalui Dinas Perhubungan dan
kepolisian, berkolaborasi dalam penegakan hukum terkait penggunaan
knalpot bising. Namun, penegakan ini masih terbatas, dengan Dinas
Perhubungan berperan sebagai pengatur lalu lintas dan penertiban
kendaraan angkutan jalan. Penindakan knalpot bising diserahkan kepada
kepolisian, yang memiliki kewenangan lebih luas. Meskipun ada dasar
hukum dalam UU LLAJ dan peraturan terkait, implementasi di lapangan
masih kurang optimal, terutama dalam penggunaan alat pengukur
kebisingan. Penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menciptakan
ketertiban dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

B. Saran

Untuk mengatasi dampak negatif dari knalpot bising akibat
tingginya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia adalah dengan
memperkuat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada knalpot
aftermarket. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada produsen
dan konsumen mengenai pentingnya mematuhi standar kebisingan yang
ditetapkan. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak
berwenang dalam menegakkan peraturan yang ada, termasuk sanksi bagi

pelanggar. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat juga
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harus ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga
kualitas lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta
lingkungan yang lebih tertib dan sehat.

Guna meningkatkan efektivitas penanggulangan knalpot bising di
Kabupaten Sleman adalah melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10
Tahun 2021 agar pengujian kendaraan bermotor tidak hanya terbatas pada
kendaraan bermotor yang tergolong KBWU, tetapi juga mencakup
kendaraan pribadi dan sepeda motor. Dengan memperluas cakupan
pengujian, Dinas Perhubungan dapat lebih efektif dalam mengawasi dan
menindak pelanggaran kebisingan. Selain itu, perlu adanya peningkatan
fasilitas dan sumber daya untuk pengujian, serta penegakan hukum yang
lebih tegas terhadap pelanggar. Langkah-langkah ini akan membantu
menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan penegakan hukum terkait penggunaan knalpot
bising di Kabupaten Sleman adalah dengan memperkuat kolaborasi antara
Dinas Perhubungan dan kepolisian melalui pelatihan bersama dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, perlu dilakukan
pengadaan dan pemeliharaan alat pengukur kebisingan yang memadai untuk
memastikan penindakan yang akurat dan efektif. Dinas Perhubungan juga
sebaiknya memperluas perannya dalam pengawasan kendaraan pribadi,
bukan hanya kendaraan angkutan jalan. Dengan langkah-langkah ini,
diharapkan penegakan hukum dapat lebih optimal, menciptakan ketertiban,

dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
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LAMPIRAN

Gambar 2 Surat izin penelitian kepada satlantas Polresta Sleman
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Gambar/:i wawancara dengan Kaur Bin ops dan Kasatlantas Polresta Sleman
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Gambar 4 wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Operasional Bidang Lalu
__Lintas Dishub Sleman, Bob Librianto
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Sumber: Kamera Penulis



